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5.4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan
mengenai perlindungan hukum masyarakat hukum adat Pulau Rempang pasca
pembangunan Rempang Eco City di Kota Batam dalam perspektif Siyasah
Syar’iyyah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kebijakan Penetapan Rempang Eco City Sebagai Proyek Strategis

Nasional

Penetapan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)
mencerminkan ambisi besar negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
melalui industrialisasi dan investasi, namun pelaksanaannya justru
memunculkan krisis keadilan sosial dan pelanggaran hak masyarakat hukum
adat. Meskipun didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan ditujukan untuk
meningkatkan konektivitas serta kesejahteraan, proyek ini dilaksanakan
secara top-down, minim konsultasi, dan berdampak langsung pada relokasi
paksa 16 kampung tua masyarakat Melayu Rempang. Pengabaian terhadap
hak ulayat, nilai budaya, serta ketidakhadiran mekanisme partisipatif
memperlihatkan bahwa pembangunan yang mengesampingkan martabat
manusia hanya akan melahirkan konflik. Keberhasilan PSN seharusnya diukur
bukan dari kemegahan fisiknya, tetapi dari sejauh mana ia mampu
mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap hak-hak
dasar masyarakat sebagai pemilik sah ruang hidupnya.
2. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang Pasca

Pembangunan Rempang Eco City

Pembangunan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional
menyingkap kegagalan negara dalam menjamin perlindungan hukum
substantif bagi masyarakat hukum adat Rempang. Perlindungan yang
ditawarkan berupa relokasi, kompensasi, dan hunian baru tidak menyentuh

akar persoalan karena yang masyarakat perjuangkan adalah hak untuk tetap
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tinggal di tanah leluhur yang menyatu dengan identitas, sejarah, dan
kehidupan mereka. Pelaksanaan proyek dilakukan secara sepihak dan koersif
tanpa pengakuan formal, tanpa konsultasi yang adil, dan dengan relokasi
paksa yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan spiritual warga. Tanpa
pengakuan hukum yang sah, masyarakat kehilangan kedudukan yuridis dalam
membela haknya, sementara pendekatan negara yang administratif dan
materialistik menjadikan pembangunan ini bukan sebagai wujud keadilan,
melainkan simbol kekuasaan yang mengorbankan mereka yang paling rentan.
3. Pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap Perlindungan Hukum

Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang Pasca Pembangunan

Rempang Eco City

Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, Kkebijakan publik harus
berlandaskan pada prinsip keadilan, perlindungan hak, kesejahteraan dan
musyawarah. Tanah memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang melekat
bagi masyarakat, sehingga pemerintah berkewajiban menghormati serta
melindungi hak-hak masyarakat adat. Namun, dalam kasus Rempang,
kebijakan yang diterapkan justru bertentangan dengan prinsip-prinsip
tersebut. Hak-hak masyarakat adat terabaikan, kompensasi yang dijanjikan
tidak jelas, proses relokasi minim musyawarah, dan pemulihan ekonomi yang
belum terealisasi. Kebijakan ini tidak mencerminkan keadilan, perlindungan,
dan kesejahteraan yang menjadi inti dari prinsip-prinsip Siyasah Syar’iyyah
sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial serta merugikan masyarakat

terdampak.
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Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam setiap proses
pengambilan keputusan terkait pembangunan Rempang Eco
City melalui mekanisme musyawarah yang inklusif.

Memastikan  pelaksanaan  regulasi yang menjamin
perlindungan hak-hak masyarakat adat tidak hanya di atas
kertas, tetapi juga dalam praktik, khususnya terkait hak ulayat.

2. Bagi DPRD

Mendorong pembentukan regulasi daerah yang lebih spesifik
mengenai perlindungan tanah ulayat masyarakat adat agar
tidak mudah dialihkan tanpa persetujuan mereka.

Mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan agar tetap
berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat adat
Pulau Rempang.

Memfasilitasi dialog yang lebih intensif antara pemerintah,
investor, dan masyarakat adat untuk mencari solusi terbaik

yang tidak merugikan pihak manapun.

3. Bagi Masyarakat Adat Pulau Rempang

Memperkuat solidaritas dan advokasi hukum untuk
memperjuangkan hak-hak atas tanah adat, baik melalui jalur
hukum nasional maupun internasional.

Menjaga kearifan lokal dan budaya sebagai bagian dari identitas
yang harus terus dilestarikan meskipun menghadapi tantangan

modernisasi.
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